WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR g7 /KEP/DISKOMINFO/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI PENDATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelayanan di Kota Pangkalpinang, perlu
adanya inovasi Sistem Informasi Pendataan Menara
Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan

Informatika di Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Walikota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),
dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 1091) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21_7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);
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Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2917
tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional No 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Portal Satu Data Indonesia;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
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: Inovasi Sistem

MEMUTUSKAN :

Informasi Pendataan Menara
Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pangkalpinang dengan nama Simdaratel.

. Inovasi Sistem Informasi Pendataan Menara

Telekomunikasi merupakan aplikasi pelayanan publik
yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait
Menara telekomunikasi dan untuk mengajukan
permohonan dari perusahaan untuk mendirikan menara

telekomunikasi.

: Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi Sistem

Informasi Pendataan Menara Telekomunikasi dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya

keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

. Keputusan Walikota Pangkalpinang ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.
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SUSUNAN TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA

PANGKALPINANG

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pangkalpinang

Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Koordinator Teknis : Sub Koordinator Layanan E-Government

Web Developer

1. Sub Koordinator Layanan E-Government
2. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi

3. Octoryansyah, S.Kom.

Web Admin

Alfajri Hulvi, S.T.

Rama Saktriawindarta, S.Kom
Calvin

Juliansyah
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DAFTAR PENGELOLA/PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI
PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PANGKALPINANG

NO.

PERANGKAT DAERAH

1

Sekretariat Daerah

° Bagian Administrasi Pembangunan

s Bagian Pemerintahan

° Bagian Hukum

Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Badan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja
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Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
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Dinas Lingkungan Hidup; UPT Dinas
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Dinas Komunikasi dan Informatika

o
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Kecamatan Rangkui

. Kelurahan Asam




Kelurahan Bintang

Kelurahan Gajah Mada

Kelurahan Keramat

Kelurahan Masjid Jamik

Kelurahan Melintang

Kelurahan Parit Lalang

Kelurahan Pintu Air

13

Kecamatan Gerunggang

Kelurahan Air Kepala Tujuh

Kelurahan Bukit Merapin

Kelurahan Bukit Sari

Kelurahan Kacang Pedang

Kelurahan Taman Bunga

Kelurahan Tua Tunu Indah

14

Kecamatan Pangkal Balam

Kelurahan Ampui

Kelurahan Lontong Pancur

Kelurahan Ketapang

Kelurahan Pasir Garam

Kelurahan Rejosari

15

Kecamatan Taman Sari

Kelurahan Batin Tikal

Kelurahan Gedung Nasional

Kelurahan Kejaksaan

Kelurahan Opas Indah

Kelurahan Rawa Bangun
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Kecamatan Bukit Intan

Kelurahan Ait Itam

Kelurahan Air Mawar

Kelurahan Bacang

Kelurahan Pasir Putih

Kelurahan Semabung Lama

Kelurahan Sinar Bulan

Kelurahan Temberan

(4

Kecamatan Girimaya

Kelurahan Batu Intan

Kelurahan Bukit Besar

Kelurahan Pasar Padi

Kelurahan Semabung Baru

Kelurahan Sriwijaya
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Kecamatan Gabek

* Kelurahan Air Salemba

= Kelurahan Gabek Satu

=  Kelurahan Gabek Dua

* Kelurahan Jerambah Gantung

* Kelurahan Selindung

* Kelurahan Selindung Baru

19

Perusahaan Pemilik Menara Telekomunikasi




